Retribusi, Legislasi Finansial

dewasa ini hangat dibicara-

kan mengundang komentar,

evaluasi dan usulan perbaikan.

| Tapi soal retribusi ini cenderung

diisolasi dalam kaitan dengan

| inefisiensi ekonomi, dan pening-

| katan pendapatan ‘asli daerah

(PAD) dalam kerangka otonomi
daerah.

Isolasi masalah 1tu tak meli-
hat perspektif yang lebih luas.
Sebab, pertama, pungutan non-
pajak oleh negara tak hanya ter-
jadi di daerah, terbukti bahwa
. | Departemen Tenaga Kerja dan

\ Departemen Perhubungan baru
| saja memangkas sejumlah pung-

PU‘NGUTAN nonpajak yang

i utan. Kedua, praktek pungutan’

nonpajak juga membuka pe-
| luang kolusi penguasa-pengusa-
\ha dan pengkaplingan ekonomi-
politik oleh birokrasi. Ketiga,
terkesan bahwa DPR/DPRD tak
mampu, mengendalikan pung-
utan-pungutan tersebut.
Anggaran negara mencakup
pendapatan (penerimaan dalam
negeri berupa pajak dan nonpa-
jak, penerimaan pembangunan,
penerimaan insidental), penge-
luaran (rutin dan pembangun-
an), serta utang-utang negara.
“Pungutan dana masyarakat di
luar legislasi finansial dan tanpa
| pengawasan, disebut oleh UUD
1945 sebagai praktek fasxsme
! k¥
DILIHAT dari praktek biro-
| krasi pemerintahan, berbagai
| pungutan negara- menandai in-
tens:ta.s penggunaan instrumen
| pajak dan nonpajak sebagai sa-
| rana mengelola pemerintahan.
! Beberapa faktor penyebab da-
pat dikemukakan untuk ini.
| Pertama, peningkatan beban
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pembangunan  membutuhkan
dukungan dana yang makin be-
sar, Namun kendala pemasukan
dana dari komoditas nonmigas
dan bantuan asing telah mendo-
rong pencarian alternatif sum-
ber-sumber dana.

Maka, kedua, pemerintah
menggalakkan pemungutan pa-
jak dan sukses menggenjot pene-
rimaan sektor ini. Hal ini memicu

kalangan birokrasi untuk meng--
ambil alternatif pungutan non- -

pajak hingga di daerah. Jalur ini

‘juga telah dimanfaatkan banyak

oknum aparat untuk memungut
uang pelicin'dalam melancarkan
urusan dengan mereka.

Ketzga setiap pejabat cende-
rung mematok sendiri kapling
ekonomi-politiknya. Bukan ra-
hasia - lagi, kolusi penguasa-
pengusaha merupakan praktek
yang marak hingga di daerah,
dan cenderung nepotis. Praktek
pungutan non-pajak dengan pi-
jakan kolusi itu telah berkem-
bang menjadi pengkaplingan

ini, sedangkan banyak' pung-
utan di pusat berlaku begitu sa-
ja dan baru dipangkas oleh Men-
naker dan Menhub tanpa DPR
ribut lebih dulu? Bagaimana pu-
la akses DPR atas pungutan di
daerah, baik yang ditetapkan
dalam bentuk Perda atau hanya
berupa keputusan kepala dae-
rah ("pungutan eksekutif”)?
Seiring dengan pengembang-

an otonomi di daerah (tingkat’

kabupaten/kotamadya), pening-

katan kemampuan keuangan

daerah dalam membiayai pem-
bangunan merupakan kenisca-
yaan. Akibatnya, pemerintah
daerah meningkatkan pungutan
dana dari masyarakat. Rencana
Ditjen PUOD Depdagri me-
mangkas beberapa jenis pung-
utan di daerah untuk mening-
katkan efisiensi ekonomi (5 pa-
jak Dati II, 19 retribusi Dati II,
dan 6 retribusi Dati I), saya kira

masih akan diikuti oleh pening-

katan pungutan atau dicarikan
pengganti di sektor lain oleh pe—

sumber-sumber keuangan nega- —merintah daerah: ———

ra. Dengan kata lain, kewenang-
an birokratik telah dimanfaat-
kan untuk mengeduk dana ma-
syarakat melalui penetapan pu-
ngutan, biaya lisensi dan seba-
gainya.

Di daerah, pungutan yang di-
tetapkan dalam Perda memer-
lukan : persetujuan Presiden
(Mendagri). Namun kepala dae-
rah tidak bertanggung jawab
kepada DPRD. Apakah DPR ju-

ga mengetahui/mengawasi hal

Pemangkasan pungutan di

daerah belaka tak menyelesai-
kan inefisiensi ekonomi. Praktek
otonomi daerah masih dapat
meningkatkan pungutan, kare-
na UU (Dar) No. 15/1957 menye-
but 5 jenis pajak dan 36 retribusi
di DatiI'serta 19 jenis pajak dan
60 retribusi di Dati II. Karena-
nya pengembangan otonomi
daerah juga memerlukan res-
trukturisasi perimbangan ke-
uangan pusat dan daerah, serta

desentralisasi dan redlstnbu51
sumber daya pembangunan,

¢ Rk
~ BAGAIMANAPUN, pening-
katan pungutan harus diikuti
oleh pengawasan yang makin
intensif, sejalan ‘dengan sifat
demokratis dan paham kedau-
latan rakyat dalam’ penyeleng-
garaan pemerintahan. Namun
sistem pemerintahan di daerah
tak mengenal pertanggungja-
waban fungsional pihak ekseku-
tif kepada DPRD, sehingga ang-
garan daerah sulit’ dikontrol.
Akhirnya pengawasan itu me-
musat dii DPR, khususnya atas
kinerja Depdagri.

Sayang bahwa perhatian dan
kinerja. lembaga perwakilan
rakyat di bidang legislasi finan-
sial tidak menggembirakan.
Terbukti, selama ini DPR belum
pernah menolak atau mengubah
RAPBN yang diajukan Peme-
rintah. Padahal legislasi finan-
sial dalam bentuk APBN (dan
APBD) merupakan hentuk kon-
kret-material dari rencana kebi-

. jakan negara yang dilaksanakan

oleh Pemerintah,
Cara pemerintah mengguna-

kan anggaran negara yang telah

disetujui-oleh DPR-harus sepa-

dan dengan keputusan rakyat,

dan karenanya diperlukan pe-
ngawasan atas penggunaan ke-
kayaan negara tersebut. Dalam
penggunaan kekayaan negara
ini termasuk materialisasi dari
"bumi ‘dan air dan kekayaan

“yang ada di dalamnya” (juga

udara dan ruang angkasa).
Dalam konteks ini dapat di-
mengerti bahwa keuangan ne-
gara menyangkut nasib dan cara
hidup (material) rakyat, sehing-

ga legislasi finansial (termasuk
memungut sumber-sumber da-
narakyat) harus tetap bersandar
kepada keputusan rakyat dan .
diktum "untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Kalau
tak demikian, apa lagi terjadi
"pengkaplingan = sumber-sum-
ber ekonomi-politik” (hingga di
daerah), akan terjadi fasisme
(birokrasi) yang ditolak oleh
UUD 1945. A

Keuangan negara adalah ba-
gian dari "hajat hidup rakyat
banyak”, maka layanan publik
oleh birokrasi yang didistribu-s
sikan kepada swasta tak boleh
dijadikan alat pengeruk dana
secara monopolistik-oligopolis-.

‘tik dan tanpa pengawasan.

Bab keuangan negara dalam
UUD 1945 menegaskan, cara
menetapkan anggaran penda-
patan dan belanja negara meru-,
pakan ukuran bagi sifat demo—.
kratis pemerintahan. Di negara.
fasis, anggaran negara ditetap-
kan sendiri oleh Pemerintah, Di
negara yang menganut kedau-
latan rakyat seperti Indonesia,
anggaran negara dan pemu-
ngutan sumber dana masyara-
kat harus ditetapkan sendiri:

-oleh rakyat melalui wak;ll—wa_-

kilnya.

Cara hidup rakyat sebagal
bangsa, dari mana diperoleh be-
lanja hidup, harus ditetapkan
sendiri oleh rakyat. Rakyat me-

- nentukan sendiri nasib dan cara

hidupnya. Maka segala tindak-
an yang membebani rakyat
“dalam bentuk pajak dan lain-
lainnya”, harus ditetapkan. de-
ngan persefujuan DPR. Karena

(Bersambung ke him. 5 kol. 5-6)






